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 Di Indonesia, pekerja informal memegang dominasi dalam 

struktur perekonomian karena jumlahnya yang besar. Sektor 

ini umumnya menjadi ruang penyerapan bagi kelompok 

tenaga kerja dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan 

formal yang stabil. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada 

tahun 2020, memperparah ketimpangan karena kelompok 

bawah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai 

respons terhadap masalah tersebut, pemerintah meluncurkan 

Program Kartu Prakerja untuk memberikan pengembangan 

kompetensi kerja. Meskipun demikian, efektivitas program ini 

dalam menciptakan mobilitas vertikal masih menjadi 

perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh 

mana program dapat digunakan sebagai bentuk modal sosial 

yang mampu memperkuat potensi mobilitas vertikal dari 

perspektif pekerja informal, lewat pelatihan pendidikan 

informal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam 

terhadap pekerja informal yang menjadi penerima manfaat 

kartu Prakerja. Hasil penelitian mengorfirmasi bahwa 

Program Kartu Prakerja belum optimal sebagai modal sosial 

pendorong mobilitas vertikal pekerja informal akibat 

hambatan struktural digitalisasi dan minimnya 

pendampingan lanjutan. 

ABSTRACT 

Informal workers constitute a significant share of Indonesia’s 

labor force, particularly among groups with limited access to 

stable formal employment. The COVID-19 pandemic further 

intensified economic inequality, particularly for lower-income 

groups whose priority shifted toward meeting basic needs. In 

response, the Indonesian government introduced the Pre-

Employment Card Program (Kartu Prakerja) to support 

workers’ skill development. However, its effectiveness in 

facilitating upward social mobility remains contested. This 

study examines the extent to which the program functions as 

social capital that supports the potential for upward mobility 

among informal workers through non-formal education and 
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training. Using a qualitative case study approach, this research 

draws on in-depth interviews with informal workers who 

received benefits from the Kartu Prakerja program. The 

findings indicate that the program has not yet functioned 

optimally as social capital for promoting upward mobility 

among informal workers, largely due to structural barriers 

associated with digitalization and limited follow-up support. 
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1. PENDAHULUAN 

Struktur ketenagakerjaan Indonesia ditandai oleh dominasi sektor informal. Data Badan Pusat 

Statistik (2025) menunjukkan bahwa 59,40% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, sebuah 

proporsi yang kembali meningkat pada 2025. Kelompok ini mencakup buruh, pedagang kecil, 

pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro. Secara global, informalitas merupakan bentuk kerja yang 

umum di negara berpendapatan rendah dan menengah, dan sebagian besar pekerjanya tidak 

terjangkau perlindungan sosial formal (International Labour Organization, 2018). Informalitas 

bukan fenomena tunggal, sebagian pekerja memilihnya secara sukarela, tetapi sebagian besar 

terdorong ke sana karena terbatasnya kesempatan kerja formal(Maloney, 2004; Ulyssea, 2020). 

Kondisi minimnya lapangan kerja formal inilah yang membuat sektor informal menjadi ruang 

penyerapan bagi tenaga kerja dengan keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap 

pekerjaan yang stabil. 

Keterbatasan tersebut menempatkan pekerja informal pada posisi yang rentan. Pekerjaan 

informal umumnya tidak disertai kepastian pendapatan, jaminan kerja, maupun akses pelatihan 

yang memadai (Chen, 2012). Standing (2011) menyebut kelompok dengan karakteristik demikian 

sebagai precariat, yakni kelompok yang hidup dengan ketidakamanan kerja dan pendapatan yang 

kronis. Pada tingkat rumah tangga, kerentanan itu tampak dalam sempitnya ruang untuk menabung 

dan berinvestasi. Laporan Kompas menunjukkan bahwa rata-rata sisa pendapatan kelas menengah 

dalam satu bulan hanya sekitar Rp435.888 (Purwanto, 2024). Bila kelompok menengah saja 

demikian, ruang finansial pekerja informal kelas bawah untuk membiayai pengembangan diri dan 

pelatihan keterampilan tentu lebih sempit. Dengan demikian, kerentanan ini secara langsung 

mempersempit peluang mobilitas sosial dan ekonomi, sebab investasi pada keterampilan menuntut 

sumber daya yang justru paling langka bagi kelompok tersebut. 

Pandemi COVID-19 pada 2020 memperparah situasi itu. Per 1 Mei 2020, Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 1.722.958 pekerja sektor formal dan informal terdampak, dengan 314.833 

orang di antaranya berasal dari sektor informal (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

2020). Kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba menempatkan pekerja dalam situasi krisis, dan 

pengeluaran untuk pelatihan keterampilan menjadi kebutuhan sekunder karena rumah tangga 

berfokus pada strategi bertahan hidup. Dalam situasi inilah dukungan negara menjadi sangat 

dibutuhkan. 

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja melalui Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2020, yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena 

pemutusan hubungan kerja, dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. 
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Program ini semula dirancang sebagai program pelatihan berbasis pasar, tetapi karena 

peluncurannya bertepatan dengan krisis, desainnya bergeser menjadi skema semi-bantuan sosial 

yang memadukan transfer tunai dengan akses pelatihan digital (Muhyiddin et al., 2025). Dalam dua 

tahun pertama saja, lebih dari 23 juta orang mendaftar dan lebih dari 11 juta di antaranya terpilih 

melalui undian (Hanna et al., 2026). Antusiasme masyarakat tersebut menunjukkan bahwa program 

ini dipandang sebagai terobosan untuk memperluas kesempatan sosial. Dari sudut pandang 

sosiologis, Prakerja dapat dibaca sebagai bentuk redistribusi kesempatan yang ditujukan untuk 

memperkecil jarak antara kelas bawah dan menengah melalui penyediaan akses pelatihan, 

sertifikasi, dan insentif ekonomi. Pemerintah Singapura menempuh kebijakan sejenis melalui 

SkillsFuture, yang menyediakan akses pelatihan dan insentif agar warganya menjadi pembelajar 

sepanjang hayat.  

Meskipun demikian, efektivitas program ini dalam menciptakan mobilitas vertikal masih 

diperdebatkan. Secara umum, program pelatihan cenderung memberi dampak kecil dalam jangka 

pendek dan lebih besar pada jangka menengah hingga panjang, dengan variasi yang besar menurut 

kelompok sasaran (Card et al., 2018). Bukti mengenai Prakerja sendiri tidak seragam. Al Ayyubi et 

al. (2023) menemukan bahwa keikutsertaan pemuda meningkatkan partisipasi di pasar kerja, 

terutama di sektor informal, tetapi tidak berdampak signifikan pada pendapatan. Anggara dan 

Auwalin (2024) menemukan dampak negatif terhadap peluang mempertahankan pekerjaan pada 

peserta muda dan dampak positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan. Tasmilah (2023) 

melaporkan bahwa pelatihan Prakerja berpengaruh positif terhadap terbentuknya wirausaha baru 

pada generasi Z, tetapi tidak pada generasi Y dan X, dan hanya pada sektor jasa. Pada data survei 

nasional tidak ditemukan dampak rata-rata terhadap konsumsi, pekerjaan, maupun pendapatan, 

tetapi pada kelompok yang benar-benar menerima manfaat terdapat kenaikan kegiatan wirausaha 

dan pendapatan (Hanna et al., 2026). 

Menurut Gary S. Becker (1964), teori human capital menjelaskan bahwa pendidikan dan 

pelatihan adalah bentuk investasi yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas 

seseorang. Semakin tinggi tingkat keterampilan dan pendidikan yang dimiliki, semakin besar 

peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (Becker, 1964). 

Program Kartu Prakerja dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat modal 

manusia melalui peningkatan keterampilan dan pemberian sertifikasi yang diakui secara formal. 

Sertifikat hanya bernilai ketika dapat menjadi sinyal kemampuan yang dipercaya pasar kerja 

(Spence, 1973), sementara dampak pelatihan juga bergantung pada desain dan kesesuaiannya 

dengan kebutuhan kerja (Card et al., 2018). Teori ini menurut peneliti diperlukan untuk memberikan 

asumsi dasar dari program Prakerja dengan tujuan yang dimilikinya, yang kemudian apakah akan 

menghasilkan mobilitas ekonomi dalam pengalaman pekerja informal. 

Menurut Bourdieu (1986), posisi sosial seseorang ditentukan oleh akumulasi berbagai bentuk 

modal—ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Dalam konteks ini, Kartu Prakerja berfungsi 

memperkuat modal sosial (melalui jaringan pelatihan dan komunitas) serta modal kultural (melalui 

sertifikasi dan keterampilan baru), yang dapat meningkatkan posisi sosial peserta di struktur 

masyarakat. Pemilihan teori modal Bourdieu menjadi penting sebab penelitian berfokus pada hasil 

pelatihan sekaligus juga pada proses akses terhadap program. Pemilihan teori ini juga menjadi pisau 

analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian, mengenai Program Kartu Prakerja berfungsi 

sebagai modal sosial yang mendorong mobilitas vertikal pekerja informal. Jaringan dapat membuka 

akses terhadap informasi dan sumber daya (Coleman, 1988; Granovetter, 1973; Lin, 2001), tetapi 

sekaligus dapat mengecualikan mereka yang berada di luar jaringan tersebut (Portes, 1998). Burt 

(2004) juga menunjukkan bahwa individu yang menjadi penghubung antarjaringan dapat berperan 

sebagai broker. Konsep ini relevan untuk membaca praktik joki sebagai perantara yang 

menyediakan pengetahuan dan kemampuan teknis yang tidak dimiliki sebagian calon peserta. 
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Studi-studi sebelumnya yang meneliti tentang hal ini sebagian besar bersifat kuantitatif dan 

berfokus pada luaran pasar kerja. Kajian yang menelaah bagaimana pekerja informal mengakses 

program, dan mengonversinya menjadi sumber daya sosial-ekonomi, dengan kerangka sosiologis 

tentang modal, masih terbatas. Padahal, salah satu temuan penting evaluasi berskala besar adalah 

munculnya agen atau “joki” yang membantu, dan dalam sebagian kasus mengambil alih, proses 

pendaftaran (Hanna et al., 2026). 

Penelitian ini menelaah sejauh mana program dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial 

yang memperkuat potensi mobilitas vertikal dari perspektif pekerja informal. Pertanyaan utama 

penelitian adalah: bagaimana Program Kartu Prakerja berfungsi sebagai modal sosial yang 

mendorong mobilitas vertikal pekerja informal di Indonesia? Pertanyaan ini dijabarkan ke dalam 

tiga pertanyaan turunan: (1) bagaimana pekerja informal memaknai motivasi mengikuti program; 

(2) bagaimana peran jaringan sosial dalam akses terhadap program; dan (3) sejauh mana 

keterampilan dan insentif dari program terkonversi menjadi perubahan posisi kerja dan ekonomi. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2018). 

Pendekatan kualitatif dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pemahaman tentang makna 

dan pengalaman subjektif pekerja informal, yang sulit ditangkap melalui data survei.. Kasus dibatasi 

pada pengalaman penerima Prakerja yang berada di Kota Pemalang. Lokasi ini ditentukan oleh 

akses penulis terhadap informan, sehingga penelitian tidak mengklaim Pemalang sebagai lokasi 

yang representatif.  

Data primer diperoleh dari tiga informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif 

(Palinkas et al., 2015) dengan tiga kriteria: (a) pernah mengikuti Program Kartu Prakerja dan 

memahami mekanismenya; (b) memiliki latar belakang pekerjaan informal, atau pekerjaan formal 

yang rentan secara ekonomi sehingga beralih ke pekerjaan informal; dan (c) bersedia menceritakan 

pengalaman mengikuti pelatihan secara daring. Kriteria kedua sengaja dibuat longgar agar 

diperoleh variasi pengalaman dan sudut pandang, mencakup pedagang kecil maupun pekerja 

formal yang terdampak ketidakpastian kerja. 

Perlu dicatat secara jujur bahwa dalam praktiknya sebagian informan diperoleh melalui 

snowball sampling, dengan rujukan berantai. Informan 1 dan Informan 3 sama-sama memperoleh 

informasi dan bantuan mengenai Prakerja dari Informan 2. Pola ini mendekati snowball sampling 

(Biernacki & Waldorf, 1981) dan membawa konsekuensi informan berasal dari jaringan sosial yang 

sama sehingga pengalaman mereka cenderung homogen (Noy, 2008). Konsekuensi ini dibahas 

kembali pada bagian keterbatasan karena berkaitan langsung dengan salah satu temuan utama, 

yaitu peran jaringan sosial. Jumlah tiga informan tidak dimaksudkan mencapai kejenuhan data 

(Guest et al., 2006). Penelitian ini bertumpu pada gagasan information power (Malterud et al., 2016): 

tujuan penelitian yang sempit, kerangka teoretis yang spesifik, dan dialog wawancara yang terarah 

memungkinkan sampel kecil menghasilkan wawasan analitis yang berguna, meskipun tidak 

representatif. 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur secara daring dengan 

pertanyaan terbuka, karena adanya kendala jarak antara penulis dan informan. Wawancara daring 

dinilai layak untuk menggali pengalaman personal dengan catatan bahwa kedalaman interaksi 

dapat berbeda dari wawancara tatap muka (Deakin & Wakefield, 2014). Panduan wawancara 

memuat tujuh pokok pertanyaan (Lampiran 1) mengenai motivasi mengikuti program, persiapan 

yang dilakukan, keterampilan yang diperoleh, manfaat terhadap pekerjaan dan pendapatan, 

manfaat lain di luar keterampilan, hambatan selama pelatihan daring, serta penilaian efektivitas 

program dalam membantu mencari pekerjaan. Wawancara dilakukan melalui platform Zoom 

dengan durasi rata-rata 45 menit per informan. Wawancara berlangsung dalam bahasa Indonesia 
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yang bercampur bahasa Jawa; kutipan berbahasa Jawa diterjemahkan oleh penulis. Seluruh 

informan telah memberikan persetujuan  dan identitas disamarkan menjadi Informan 1, 2, dan 3. 

Data sekunder diperoleh dari laporan resmi pemerintah (Badan Pusat Statistik dan 

Kementerian Ketenagakerjaan), peraturan perundang-undangan terkait Prakerja, serta artikel jurnal 

dan literatur akademik mengenai ketenagakerjaan, pelatihan kerja, dan sektor informal. Data 

sekunder digunakan untuk membingkai konteks kebijakan dan untuk mengonfrontasikan temuan 

lapangan dengan bukti dari penelitian lain. 

Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) yang 

dikombinasikan dengan pengodean fleksibel deduktif-induktif (Deterding & Waters, 2021). 

Prosesnya berlangsung dalam lima tahap. Pertama, seluruh rekaman ditranskripsikan secara 

verbatim, lalu dibaca berulang untuk memahami konteks dan nuansa tuturan. Kedua, penulis 

melakukan pengodean awal. Kode deduktif diturunkan dari pokok pertanyaan wawancara dan 

konsep teoretis, sedangkan kode induktif dibiarkan muncul dari data. Ketiga, kode dikelompokkan 

ke dalam kategori analitis dan tema. Keempat, tema ditinjau ulang dengan membandingkan 

antarinforman, termasuk mencari kasus yang menyimpang dari pola umum (analisis kasus negatif). 

Kelima, penulis menafsirkan tema dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis, yakni teori 

human capital dan teori modal Bourdieu, serta pada hasil penelitian terdahulu. 

Kredibilitas data diupayakan melalui triangulasi sumber, yakni wawancara dan data 

sekunder), pembandingan antarinforman, deskripsi kontekstual yang rinci agar pembaca dapat 

menilai keterterapan temuan (Lincoln & Guba, 1985), serta pencatatan jejak analisis (Nowell et al., 

2017). Penulis melakukan konfirmasi hasil kepada informan. Penulis juga menyadari posisinya 

sebagai peneliti yang berjarak secara spasial dan kelas sosial-pendidikan dari informan, dan bahwa 

tingkat kedekatan yang tercermin dalam sebagian tuturan informan, misalnya sapaan yang santai, 

dapat memengaruhi keterbukaan mereka. 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, jumlah informan terbatas sehingga 

temuan tidak dimaksudkan mewakili seluruh penerima Prakerja. Kedua, karena sebagian informan 

direkrut melalui rujukan berantai, temuan tentang pentingnya jaringan sosial sebagian dapat 

merupakan hasil dari pengambilan sampel; oleh karena itu temuan tersebut diperlakukan sebagai 

proposisi analitis yang dikuatkan oleh bukti eksternal, bukan sebagai generalisasi. Ketiga, seluruh 

informan adalah orang yang berhasil lolos dan menyelesaikan program (survivorship); suara mereka 

yang gagal mendaftar, menyerah di tengah jalan, atau tidak pernah tahu tentang program tidak 

terwakili. Keempat, data bersifat subjektif dan bergantung pada ingatan, sementara jarak waktu 

sejak pelatihan cukup lama, sebagaimana diakui informan sendiri yang “lupa” isi pelatihan. Kelima, 

sebagian jawaban cenderung normatif dan tidak disertai bukti konkret, sehingga rentan terhadap 

bias keinginan sosial. Keenam, wawancara daring membatasi kedalaman eksplorasi dan 

pengamatan nonverbal. Ketujuh, keterangan tentang praktik joki hanya berasal dari satu informan 

yang berperan sebagai penyedia jasa; perspektif klien joki tidak tersedia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Verbatim Wawancara dengan Informan 

Pertanyaan 

Pokok 
Informan 1 Informan 2 Informan 3 

Bagaimana 

motivasi yang 
mendasari Anda 

mengikuti 

Program Kartu 

Prakerja? 

"kegiatan aku berjualan 

keliling, alasan aku mendaftar 
prakerja karena ingin 

mendapatkan modal tambahan 

itu sih yang utama" 

dapat info program PraKerja 

"karena kan program 

baru dari pemerintah 
jd penasaran pengen 

coba, yang kedua 

karna ada 

insentifnya" 

"Alasan utama saya mengikuti 

progam kartu prakerja adalah 
untuk belajar pengembangan 

diri dan belajar usaha" 

dapat info dari informan 2 
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dari informan 2. dapat info dari 
teman” 

Apa sajakah yang 

perlu disiapkan 

oleh Anda dalam 

menyiapkan 

keikutsertaan 

Program Kartu 
Prakerja? 

"tidak ada persiapan yang 

lebih sih cuma belajar 

memahami kelasnya aja, agar 

bisa mengerjakan semua 

soalnya jadi aku belajar dari 

sana" 
“insyaAllah sih waktu itu 

aman, aku di arahin sama 

[Informan 2] sekali terus 

langsung bisa mengikutinya. 
untuk pendaftaran gampang 

kok nggak ada kendala” 

“alhamdulillah sebelumnya 

nggak sering tapi pernah 
mengikuti belajar secara 

daring, sekarang aja masih 

belajar lewat online, oh yaa 

sekarang aku lagi belajar jadi 
penulis. hehe” 

"Iyaa benar , dulu 

saya daftar di 

gelombang 15 baru 

lolos di gelombang 

24 yang penting 

jangan menyerah. 
Dulu yg penting ada 

KK dan KTP, trus 

ada tes tes nya juga." 

 

"awalnya juga saya 

mengalami kegagalan 3 kali 

saya tidak lolos , tapi saya 

tidak menyerah, di gelombang 

ke selanjutnya Alhamdulilah 

saya bisa lolos, untuk 
persiapan sebenarnya spontan 

aja si, saya lebih banyak 

belajar dari yg pernah ikut 

progam kartu prakerja" 

Setelah mengikuti 

program Pra-
Kerja, 

keterampilan apa 

yang Anda peroleh 

dan kembangkan? 

“waaahh lupa aku udah agak 

lama banget yaa. tapi 
pelatihane mudah kok nggak 

susah semua bisa dipahami 

dengan baik asal kita jangan 

terburu buru aja” 
 

“haa engak aku praktekin 

isinya sih keren bisa buat aku 

belajar mana aku lupa kan 
udah lama banget. kaya 

keterampilan sejenis 

pemasaran. karena aku waktu 

itu dagang jadi aku ambil kelas 
itu yang masih ada hubungan 

nya kan" 

"mengambil 

pelatihan 'menjadi 
konten kreator' lupa 

judul lengkapnya" 

"banyak yg saya pelajari 

seperti pemasaran online" 

Apakah pelatihan 
ini membantu 

Anda memperoleh 

pekerjaan atau 

meningkatkan 
pendapatan? 

"menurut aku belum bisa untuk 
mencari pekerjaan tapi kalau 

untuk membantu membangun 

usaha dan branding diri itu 

sudah pasti. yang pasti kelas 
online nya banyak banget 

manfaat yang kita dapatkan 

dari sana apa saja yang kita 

mau sesuai kebutuhan kita di 
sana ada semua" 

"Program prakerjaa 
membantu dalam 

mencari pekerjaan 

karna menambah 

keterampilan dan 
kemampuan" 

"Iya sesuai pekerjaan saat ini, 
banyak yg saya pelajari seperti 

pemasaran online. Menurut 

saya progam kartu prakerja 

sangat membantu untuk 
mencari pekerjaan" 

 

“Btw mas alumni Joki prakerja 

wkwk. Wktu kae dibeljari 
[Informan 2], Alhamdulilah 

bien dwete akeh tp saiki ora 

wkwk. Keliling kampung 
nawari kokui. Saiki 

gelombange ws ra buka, soale 

kan ws ganti presiden, pak 

jokowi kartu prakerja, pak 
prabowo makan bergizi gratis, 

progame pak jokowi ra 

dilanjutke.” 

 

Setelah mengikuti 

keterampilan ini, 

"yang pasti dapat wawasan 

baru soal pemasaran 

"Bagian yang 

bermanfaat dari 

"meningkatkan wawasan dan 

tentunya insentif" 
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apa sajakah yang 
Anda dapatkan 

selain 

keterampilan 

kerja? 

bagaimana cara 
mempertahankan pelanggan 

agar dagangan kita tetap 

diminati dan bisa bertahan 

lama" 
“iyah bener dapet insentif, tapi 

waktu itu insentif kakak nggak 

kaka ambil  . malah kaka 

kasihkan ke temen kaka” 

prakerja adalah 
menambah wawasan 

Manfaat yang saya 

dapat selain 

keterampilan adalah 
menambah ilmu." 

Hambatan apa 

yang Anda hadapi 

dalam mengikuti 
pelatihan daring? 

"alhamdulillah tidak ada 

kendala sama sekali tergantung 

perorangan nya sih menurut 
aku" 

"Tidak ada kendalaa" "Iya pelatihan terlalu lama" 

Sejauh mana Anda 

menilai program 
kerja ini efektif 

membantu 

mencari 

pekerjaan? 

"menurut aku belum bisa untuk 

mencari pekerjaan tapi kalau 
untuk membantu membangun 

usaha dan branding diri itu 

sudah pasti 

"Program prakerjaa 

membantu dalam 
mencari pekerjaan 

karna menambah 

keterampilan dan 

kemampuan .." 

"Menurut saya progam kartu 

prakerja sangat membantu 
untuk mencari pekerjaan" 

(Sumber: Data Diolah Penulis, 2026) 

3.1. Prakerja sebagai Bantuan Ekonomi  

Program Kartu Prakerja, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, dirancang untuk 

mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta 

mengembangkan kewirausahaan. Logika yang mendasarinya sejalan dengan teori human capital 

(Becker, 1964), pelatihan meningkatkan kapasitas tenaga kerja, yang kemudian memperbaiki posisi 

ekonomi seseorang. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam pengalaman pekerja 

informal, urutan makna itu terbalik. Program lebih dulu dipahami sebagai bantuan ekonomi dan 

peluang memperoleh uang tambahan, baru kemudian sebagai sarana belajar. 

Hal ini paling jelas tampak pada motivasi awal informan. Informan 1, yang sehari-hari 

berjualan keliling, menyatakan: 

“Kegiatan aku berjualan keliling, alasan aku mendaftar prakerja karena ingin mendapatkan modal 

tambahan itu sih yang utama.” (Informan 1) 

Informan 2 dan 3 juga menyebut insentif sebagai alasan penting, meskipun disertai keinginan 

belajar. Informan 2, misalnya, menyebut rasa penasaran terhadap program baru dari pemerintah 

sebagai alasan pertama dan insentif sebagai alasan kedua, sedangkan Informan 3 menyebut belajar 

pengembangan diri dan usaha sebagai alasan utama, tetapi pada bagian lain wawancara menyebut 

“meningkatkan wawasan dan tentunya insentif” sebagai manfaat yang diperoleh. Motivasi karenanya 

berlapis. Analisis penulis: temuan ini menunjukkan bahwa bagi pekerja informal, Prakerja hadir 

dalam situasi kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga pelatihan bukan tujuan 

awal, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup. Tiga informan konsisten berangkat dari 

kondisi ekonomi yang rentan. 

Pembacaan ini sejalan dengan riwayat kebijakan program. Muhyiddin et al. (2025) mencatat 

bahwa pada 2020–2022 Prakerja beroperasi dengan orientasi respons krisis yang memadukan 

transfer tunai dan pelatihan digital, dan baru kemudian bergerak kembali ke peran sebagai 

instrumen aktivasi pasar kerja. Hanna et al. (2026) menambahkan bahwa desain awal yang 

berorientasi pelatihan disusun ulang sehingga sekitar 70% bantuan berbentuk tunai dan sekitar 30% 

berupa voucher pelatihan. Dengan komposisi tersebut, wajar apabila peserta menempatkan insentif 

di garis depan.  

Indikasi ambiguitas ini juga terlihat dari cara informan menggunakan insentif. Salah seorang 

informan menuturkan bahwa insentif yang diterimanya tidak ia gunakan sendiri, tetapi justru 
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diberikan kepada temannya. Hal ini menunjukkan bahwa insentif tidak selalu digunakan untuk 

pengembangan diri atau usaha penerimanya, tetapi juga dapat berpindah melalui hubungan 

pertemanan. Namun, temuan ini tetap perlu dibaca dengan hati-hati karena alasan yang 

disampaikan informan diberikan setelah kejadian dan bisa saja dipengaruhi keinginan untuk terlihat 

sebagai peserta yang “ingin belajar”. Meski begitu, dominannya alasan ekonomi dalam data justru 

membuat temuan ini lebih masuk akal, karena jawaban tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan 

gambaran peserta yang mengikuti program terutama untuk belajar atau mengembangkan diri. 

3.2. Jaringan Sosial sebagai Akses Terhadap Program 

Temuan berikutnya adalah bahwa akses terhadap Prakerja sangat bergantung pada jaringan 

sosial. Tidak seorang pun informan mengetahui dan mengikuti program secara mandiri atau melalui 

sosialisasi pemerintah. Informasi diperoleh dari teman atau kenalan. Informan 1 dan Informan 3 

sama-sama memperoleh informasi dan bantuan dari Informan 2, sementara Informan 2 sendiri 

mengaku mendapat informasi dari teman. 

Pengalaman kegagalan berulang memperjelas peran jaringan. Informan 2 mengaku 

mendaftar sejak gelombang 15 dan baru lolos pada gelombang 24, dengan persyaratan administratif 

berupa Kartu Keluarga, KTP, dan tes. Informan 3 mengalami hal serupa: 

“Awalnya juga saya mengalami kegagalan 3 kali saya tidak lolos, tapi saya tidak menyerah.” (Informan 

3) 

Akan tetapi, Informan 3 juga menjelaskan bahwa ketekunan itu tidak berdiri sendiri; ia 

banyak belajar dari orang yang lebih dahulu mengikuti program. Analisis penulis: pengetahuan 

tentang cara lolos, seperti waktu mendaftar, cara mengerjakan tes, dan cara menyiasati kendala 

teknis, merupakan pengetahuan praktis yang beredar melalui hubungan personal, bukan melalui 

kanal resmi. Dalam istilah Bourdieu (1986), jaringan ini adalah sumber daya potensial yang 

dimobilisasi untuk memperoleh keuntungan; dalam istilah Coleman (1988), hubungan sosial 

menyediakan informasi yang membuat investasi modal manusia dapat dijalankan. Kemampuan 

individu saja tidak cukup; mereka yang memiliki jaringan yang kuat cenderung lebih mudah 

mengakses program. 

Dari sudut pembedaan Putnam (2000) dan Woolcock (1998), jaringan yang tampak dalam data 

adalah modal sosial yang mengikat: hubungan antarteman dan kenalan dalam lingkungan sosial 

yang serupa. Yang nyaris tidak tampak adalah modal sosial penghubung, yaitu relasi antara warga 

dan lembaga negara yang menyalurkan informasi dan pendampingan. Negara nyaris absen sebagai 

sumber informasi dan bantuan dalam rantai akses yang dituturkan informan. Program yang 

dirancang sebagai instrumen negara pada akhirnya justru “dijalankan” oleh jaringan non-negara. 

Terdapat satu paradoks yang perlu ditelaah kritis. Ketika ditanya tentang hambatan 

mengikuti pelatihan daring, Informan 1 menjawab bahwa tidak ada kendala sama sekali dan 

menambahkan bahwa hal itu “tergantung perorangannya”, Informan 2 menjawab tidak ada kendala, 

dan hanya Informan 3 yang menyebut pelatihan terlalu lama. Sekilas, jawaban ini bertentangan 

dengan argumen tentang kesenjangan digital. Penulis menafsirkan ketiadaan hambatan yang 

dilaporkan sebagai hasil dari dua hal. Pertama, hambatan tersebut tidak terlihat karena telah 

“diserap” oleh bantuan jaringan; Informan 2 menyatakan bahwa ia diarahkan seseorang sekali lalu 

langsung bisa mengikuti dan mengaku pendaftaran mudah, sedangkan informan lain diarahkan 

oleh Informan 2. Kedua, sampel hanya memuat mereka yang berhasil, sehingga mereka yang 

tersingkir oleh hambatan tidak hadir dalam data. Frasa “tergantung perorangannya” juga menarik 

secara sosiologis, karena menginternalisasi keberhasilan dan kegagalan sebagai urusan individu, 

padahal data menunjukkan peran struktur jaringan. Program yang mensyaratkan kemampuan 

digital dan administratif menjadi tidak sepenuhnya inklusif; temuan ini sejalan dengan literatur 

kesenjangan digital tingkat kedua (Hargittai, 2002; Scheerder et al., 2017) dan dengan temuan 

evaluasi skala besar bahwa penerima yang lebih tua, lebih pedesaan, kurang berpendidikan, dan 
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kurang menggunakan internet lebih mungkin mengalami masalah pada proses pendaftaran daring 

(Hanna et al., 2026). 

Dalam kerangka keuntungan kumulatif (Merton, 1968; DiPrete & Eirich, 2006), situasi ini 

menghasilkan efek yang bersifat Matthew. Prakerja, yang dimaksudkan meningkatkan kapasitas, 

lebih mudah diakses oleh mereka yang sejak awal telah memiliki modal sosial dan kecakapan 

digital. Sementara itu, pekerja informal yang lebih rentan, yang tidak memiliki jaringan atau 

kemampuan digital, berpotensi tertinggal atau tersisih dari manfaat program. 

3.3. Joki Prakerja 

Temuan yang tidak diantisipasi dalam panduan wawancara adalah pengakuan Informan 3 

bahwa ia pernah menjadi joki Prakerja untuk memperoleh penghasilan tambahan. Ia menerapkan 

skema pembagian insentif yang diperoleh pada akhir pelatihan dengan besaran sesuai kesepakatan 

bersama. Ia juga menuturkan bahwa keterampilan ini ia pelajari dari Informan 2. Dalam tuturan 

berbahasa Jawa ia menyebut dirinya “alumni joki prakerja”, bahwa dahulu “uangnya banyak” tetapi 

kini tidak lagi, serta bahwa ia berkeliling kampung menawarkan jasa tersebut. Ia menambahkan 

bahwa gelombang pendaftaran sudah tidak dibuka lagi karena pergantian presiden, sehingga 

program masa pemerintahan sebelumnya dinilai tidak dilanjutkan. Catatan penulis: klaim mengenai 

keberlanjutan program merupakan persepsi informan dan perlu dibedakan dari status kebijakan 

resmi. Persepsi itu sendiri informatif karena memperlihatkan bahwa bagi peserta di lapisan bawah, 

kesinambungan program dipersepsikan bergantung pada figur politik, bukan pada institusi. 

Fenomena ini dapat dibaca melalui tiga lensa. Pertama, sebagai strategi adaptif. Alih-alih 

dipahami semata sebagai kecurangan, joki dapat dilihat sebagai respons pekerja informal terhadap 

sistem pelatihan daring yang tidak ramah bagi pemula dan mereka yang tidak akrab dengan 

teknologi. Dalam kerangka Merton (1938), praktik ini menyerupai adaptasi innovation, tujuan yang 

dilembagakan (memperoleh manfaat ekonomi) tetap diterima, tetapi sarana yang tersedia dinilai 

tidak memadai sehingga ditempuh sarana alternatif. Kedua, sebagai brokerase. Joki menempati 

celah struktural antara sistem digital dan calon peserta yang tidak mampu mengoperasikannya 

(Burt, 2004); modal sosial dimobilisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebagaimana 

dirumuskan Bourdieu (1986), dan dalam hal ini digunakan untuk menutupi kekurangan modal 

manusia di pihak klien. Dengan demikian, joki Prakerja merupakan bentuk ekstrem dari mobilisasi 

modal sosial sekaligus indikator ketiadaan pendampingan yang setara dari negara. Ketiga, sebagai 

persoalan integritas dan perlindungan peserta. Penulis tidak bermaksud meromantisasi praktik ini. 

Evaluasi terbaru menemukan bahwa sekitar 30% penerima yang tercatat dalam data administrasi 

mengaku menerima program dalam survei rumah tangga nasional, dan bahwa penerima yang 

melaporkan tidak menerimanya cenderung lebih tua, lebih pedesaan, kurang berpendidikan, dan 

kurang menggunakan internet (Hanna et al., 2026). Peneliti tersebut menduga kemudahan sistem 

daring dan pembayaran melalui dompet elektronik memfasilitasi kemunculan agen, dan dalam 

sebagian kasus agen memotong biaya atau tidak memberi tahu peserta bahwa mereka lolos. Hasil 

tersebut mengingatkan bahwa relasi joki dapat merugikan pihak yang paling rentan, termasuk 

berisiko terhadap data identitas dan hak atas insentif. 

Dalam data penelitian ini, relasi antara joki dan kliennya tampak sebagai kesepakatan bagi 

hasil, tetapi perspektif klien tidak tersedia, sehingga penulis tidak dapat menilai apakah 

kesepakatan itu setara. Ketimpangan informasi dan kuasa antara pihak yang paham sistem dan 

pihak yang tidak paham merupakan alasan mengapa penafsiran joki hanya sebagai strategi adaptif 

akan terlalu sepihak. Pengurangan penghasilan joki yang dituturkan Informan 3 konsisten dengan 

ketatnya verifikasi dan berkurangnya gelombang, meskipun penulis tidak dapat menetapkan 

hubungan kausal dari satu kasus. Fenomena joki karenanya tepat dijadikan bahan evaluasi desain 

program, bukan sekadar dianggap pelanggaran peserta. 
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3.4. Batas Mobilitas Vertikal 

Pertanyaan turunan ketiga menyoroti apa yang sebenarnya diperoleh peserta dan sejauh 

mana hal itu berubah menjadi perbaikan posisi kerja. Informan menyebut manfaat berupa wawasan 

baru, terutama dalam bidang pemasaran, misalnya cara mempertahankan pelanggan agar dagangan 

tetap diminati, serta pelatihan konten kreator dan pemasaran daring. Sebagian informan mengaku 

telah banyak lupa isi pelatihan karena jarak waktu yang jauh, dan ada yang mengakui tidak 

mempraktikkannya. Dalam istilah Bourdieu (1986), manfaat yang dituturkan lebih dekat pada 

modal kultural terinkorporasi (wawasan dan pengetahuan) daripada modal kultural terlembagakan 

yang bernilai di pasar kerja; tidak satu pun informan menyebut menggunakan sertifikat Prakerja 

untuk melamar pekerjaan atau meyakinkan pihak lain. Ini menguatkan catatan teoretis bahwa nilai 

sertifikat bergantung pada kepercayaan pemberi kerja terhadapnya sebagai sinyal (Spence, 1973). 

Penilaian informan terhadap efektivitas program tampak ambigu. Informan 2 menyatakan, 

“Program prakerja membantu dalam mencari pekerjaan,” dan Informan 3 menyatakan, “Sangat membantu 

untuk mencari pekerjaan.” Keduanya tidak menjelaskan lebih lanjut dari segi apa program membantu 

mencari pekerjaan. Penulis meragukan jawaban tersebut karena masih terdapat kecenderungan 

menjawab secara normatif tanpa bukti konkret mengenai perubahan posisi kerja. Sebaliknya, 

Informan 1 memberikan jawaban yang lebih spesifik: 

“Menurut aku belum bisa untuk mencari pekerjaan tapi kalau untuk membantu membangun 

usaha dan branding diri itu sudah pasti.” (Informan 1) 

Tidak satu pun informan menunjukkan mobilitas vertikal yang signifikan, seperti transisi ke 

pekerjaan formal yang stabil. Jika mobilitas dipahami menurut tiga indikator pada bagian 2.1, data 

hanya menunjukkan indikasi terbatas pada indikator kedua dan ketiga, itu pun bersifat klaim 

subjektif dan terutama pada usaha mikro. Pola ini sejalan dengan bukti kuantitatif, keikutsertaan 

Prakerja dikaitkan dengan meningkatnya partisipasi di sektor informal tanpa dampak pendapatan 

yang signifikan (Al Ayyubi et al., 2023), dengan dampak yang tidak signifikan terhadap pendapatan 

dan berkurangnya peluang mempertahankan pekerjaan pada peserta muda (Anggara & Auwalin, 

2024), dan dengan efek yang terbatas pada wirausaha baru pada kelompok dan sektor tertentu 

(Tasmilah, 2023). Penerima yang benar-benar memperoleh program mengalami peningkatan 

kegiatan wirausaha sekitar 19% tanpa perubahan pada total pekerjaan, yang menunjukkan 

pergeseran jenis pekerjaan, bukan pertambahan lapangan kerja (Hanna et al., 2026). Dengan kata 

lain, apa yang tampak dalam data penelitian ini, yaitu penguatan usaha mikro dan branding diri, 

lebih tepat disebut peningkatan dalam sektor informal (mobilitas horizontal atau penguatan 

kapasitas bertahan) daripada mobilitas vertikal menuju posisi kelas yang lebih tinggi. 

Card et al. (2018) mengingatkan bahwa dampak pelatihan sering baru terlihat dalam jangka 

menengah, sehingga ketiadaan mobilitas pada pengamatan ini tidak serta-merta berarti program 

gagal secara permanen. Al Ayyubi et al. (2023) sendiri menduga adanya efek pendapatan yang 

tertunda. Sebab tiga informan tidak mewakili populasi, temuan ini menunjukkan kemungkinan 

mekanisme, bukan besaran dampak. 

Menggabungkan temuan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Prakerja lebih tepat dipahami 

sebagai sumber daya yang memperkuat kapasitas bertahan dalam jangka pendek daripada sebagai 

motor utama mobilitas kelas vertikal. Penelitian ini menemukan bahwa akses terhadap Prakerja 

sendiri mensyaratkan modal sosial. Hal ini menghasilkan situasi yang paradoks. Program yang 

dirancang sebagai alat peningkatan kapasitas justru lebih mudah diakses oleh mereka yang telah 

memiliki modal sosial sejak awal. Prakerja belum sepenuhnya berfungsi sebagai modal sosial yang 

dibangun oleh negara. Program ini masih bergantung pada modal sosial yang sudah dimiliki 

peserta. 

Dengan demikian, program tampaknya tidak menghasilkan modal sosial baru, tetapi 

mengonsumsi modal sosial yang telah ada. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peningkatan 
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keterampilan tidak otomatis menghasilkan mobilitas vertikal. Sebaliknya, modal sosial menjadi 

prasyarat agar individu dapat mengakses pelatihan dan memanfaatkan hasilnya. Dengan kata lain, 

human capital dalam Prakerja baru bekerja ketika modal sosial telah tersedia. Konsisten dengan 

Bourdieu (1986), konversi antarbentuk modal tidak berlangsung cuma-cuma dan bergantung pada 

modal lain yang dimiliki. 

3.5. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan dapat mengikuti Prakerja bukan karena telah 

siap secara literasi digital, melainkan karena dibantu jaringan sosial yang lebih memahami sistem. 

Karena pendampingan itu bersifat informal, hanya peserta yang memiliki koneksi yang 

diuntungkan. Implikasi berikut diajukan sebagai rekomendasi yang bersumber dari temuan 

eksploratif dan perlu diuji lebih lanjut sebelum diadopsi. 

Pertama, jadikan pendampingan resmi sebagai bagian dari desain program. Pemerintah dapat 

menempatkan fasilitator Prakerja tingkat desa/kelurahan bekerja sama dengan dinas 

ketenagakerjaan atau pendamping UMKM, yang bertugas membantu pendaftaran, pemilihan 

pelatihan, dan pendampingan selama pelatihan daring. Skema ini serupa dengan pendamping 

Program Keluarga Harapan, tetapi difokuskan pada literasi digital dan pelatihan kerja. 

Rekomendasi ini selaras dengan literatur yang menekankan bahwa kesenjangan digital tingkat 

kedua hanya dapat dijembatani dengan dukungan keterampilan, bukan sekadar ketersediaan 

platform (Scheerder et al., 2017; van Dijk, 2005), dan dengan gagasan bahwa negara perlu 

membangun modal sosial penghubung bagi kelompok yang tidak memiliki jaringan (Woolcock, 

1998). 

Kedua, sederhanakan proses dan sediakan jalur luring terbatas, dengan verifikasi yang 

proporsional. Pendaftaran dan pelatihan daring perlu disederhanakan agar ramah bagi masyarakat 

berliterasi digital rendah, misalnya melalui pendaftaran luring terbatas di kantor desa atau balai 

latihan kerja. Praktik joki harus dijadikan bahan evaluasi, bukan hanya pelanggaran. Pada saat yang 

sama, perluasan akses harus disertai verifikasi identitas yang memadai, karena temuan 

eksperimental menunjukkan adanya kompromi antara fleksibilitas akses dan integritas penyaluran 

(Hanna et al., 2026). Pendampingan resmi di poin pertama dapat menjadi cara untuk menurunkan 

kebutuhan akan perantara tidak resmi tanpa melonggarkan verifikasi. 

Ketiga, hubungkan pelatihan dengan kebutuhan kerja nyata dan jalur lanjutan. Banyak 

pelatihan hanya menambah wawasan tanpa pendampingan lanjutan. Bukti dari evaluasi program 

pelatihan menunjukkan bahwa dampak bergantung pada relevansi dan desain program (Attanasio 

et al., 2011; Card et al., 2018). Muhyiddin et al. (2025) juga merekomendasikan perbaikan desain 

program, penguatan infrastruktur digital, dan evaluasi berkelanjutan. Strategi welfare-to-work 

perlu memperkuat layanan pendukung yang mengintegrasikan pelatihan dengan kebutuhan kerja 

riil. 

Keempat, tinjau ulang fungsi insentif. Insentif yang menjadi motivasi utama berisiko 

membuat program tidak mencapai tujuan pengembangan kompetensi. Insentif dapat dikaitkan 

dengan rencana usaha sederhana, misalnya proposal usaha mikro, yang kemudian menjadi syarat 

akses ke program lanjutan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pelatihan UMKM tingkat lanjut, 

sehingga insentif tidak hanya membantu sementara tetapi mendukung perubahan ekonomi yang 

lebih berkelanjutan. Gagasan ini merupakan usulan penulis yang belum diuji dan perlu dikaji 

kelayakannya, termasuk risiko bahwa syarat tambahan justru menyulitkan kelompok yang paling 

rentan. Tanpa perubahan-perubahan ini, Prakerja berisiko hanya menguntungkan mereka yang 

sudah memiliki akses informasi dan jaringan sosial. 
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4. KESIMPULAN  

Penelitian ini menelaah bagaimana Program Kartu Prakerja berfungsi sebagai modal sosial 

yang mendorong mobilitas vertikal pekerja informal. Jawabannya bersifat bersyarat. Pertama, bagi 

pekerja informal, Prakerja lebih dahulu dimaknai sebagai bantuan ekonomi dan strategi bertahan 

hidup, baru kemudian sebagai sarana belajar. Kedua, akses terhadap program bergantung pada 

jaringan sosial yang sudah ada, sehingga modal sosial menjadi prasyarat, bukan hasil program. 

Ketiga, praktik joki menyingkap celah pendampingan dalam desain program sekaligus persoalan 

integritas yang perlu ditangani seimbang. Keempat, tidak ada informan yang menunjukkan 

mobilitas vertikal yang signifikan. Manfaat yang tampak berupa wawasan dan penguatan usaha 

mikro. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan human capital tidak otomatis mampu menjadi 

mobilitas vertikal ketika syarat konversinya, yakni modal sosial dan kapasitas digital, tidak merata.  

Temuan ini terbatas pada tiga informan yang seluruhnya berhasil mengikuti program dan 

sebagian direkrut melalui jaringan yang sama. Penelitian selanjutnya perlu (1) melibatkan lebih 

banyak informan di lokasi yang beragam; (2) mewawancarai pendaftar yang gagal, peserta yang 

berhenti, dan bukan peserta; (3) menelaah perspektif klien joki dan pendamping; serta (4) 

memadukan wawancara dengan data administrasi atau survei dalam desain metode campuran, 

sehingga mekanisme yang diusulkan di sini dapat diuji secara lebih kuat. 
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